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Abstract 
 
Empowering MSMEs has become an obligation for local governments to encourage MSMEs to have economic 

independence. However, in practice it is known that MSMEs actors in Pasuruan City, especially furniture 

MSMEs, still do not have sufficient skills and knowledge in managing a business and the low participation in 

empowerment activities carried out by local governments so that this has implications for declining MSMEs 

furniture income. This research aims to analyze the empowerment of furniture MSMEs by the Department of 

Cooperatives and Micro Enterprises of Pasuruan City throughout 2019-2022. This research method usesl la 

qualitative descriptive lapproach. lData obtained lthrough lobservation, llinterviews, land ldocumentation. 

From lthe lresults lof lthe lstudy lit was found lthat lthe empowerment that had been carried out lby lthe lOffice 

of lCooperatives land lMicro lEnterprises in lPasuruan lCity had succeeded in empowering Furniture MSMEs 

because it was supported by the Kurma lprogram lwhich lresulted lin lan lincrease lin lthe lnumber lof MSMEs 

gurniture businesses. Apart from that, there is also an easy program for granting business permits with the SIUP 

pick-up program. However, in the form of empowering education and training as well as product marketing, 

more comprehensive and massive efforts need to be made. 

 

Keywords: Empowerment; MSMEs Furniture. 

 

Abstrak 
 
Pemberdayaan pada UMKM telah menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mendorong pelaku 

UMKM memiliki kemandirian secara ekonomi. Akan tetapi, dalam praktiknya diketahui para pelaku UMKM di 

Kota Pasuruan khususnya UMKM mebel masih belum memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup 

dalam mengelola usaha serta rendahnya partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah sehingga berimplikasi pada pendapatan UMKM mebel yang menurun. Penelitianl inil 

bertujuanl untukl menganalisis pemberdayaanl UMKMl mebel olehl Dinas lKoperasi ldan Usaha Mikro Kota 

Pasuruan sepanjang tahun 2019-2022. Metodel penelitianl inil menggunakanl pendekatanl deskriptif lkualitatif. 

Datal diperolehl melaluil lobservasi, lwawancara, ldan ldokumentasi. Dari lhasil lpenelitian didapat lbahwa 

pemberdayaan yang telah dilakukan lDinas lKoperasi ldan lUsaha lMikro Kota Pasuruan ltelah berhasil 

memberdayakan lpara lpelaku lUMKM lmebel karena didukung oleh program Kurma yang menghasilkan 

peningkatan jumlah usaha UMKM mebel. Selain itu juga adanya program pemberian izin usaha yang mudah 

dengan program jemput bola SIUP. Akan tetapi, pada bentuk pemberdayaan pendidikan dan pelatihan serta 

pemasaran produk perlu dilakukan upaya yang lebih komprehensif dan masif. 

 

Kata Kunci: Pemberdayaan; UMKM Mebel. 

 

PENDAHULUAN 
UMKMlmerupakanl salahl satul bidangl usahal yangl memilikil perananl cukupl pentingl 

bagil pertumbuhanlekonomi. Selain dapat memperluas lapangan kerja dan mendistribusi hasil-hasil 

pembangunan, bidang usaha UMKM juga bisa berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat (Arumsari et al., 2022). Selainl berperanldalam pertumbuhanlekonomildanlpenyerapanl 

tenagalkerja,UMKMljugalmemilikilperandalamlbidanglpendistribusianlhasil-hasillpembangunan.     
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Karena itu, UMKMldiharapkan mampulmemanfaatkanlsumberldayalnasional, termasukl 

pemanfaatanl tenagal lkerja yangl sesuail denganl kepentinganl rakyatl ldanl mencapail pertumbuhanl 

ekonomilyang maksimall(Rizki et al., 2022). 

Keberadaan UMKM di Indonesia memiliki posisilstrategis. Sebagai bidang usaha, UMKM 

tidaklmemerlukan modal besar sebagaimana perusahaanlbesar. PembentukanlUMKM juga tidakl 

sesulitlusahalbesar, tenaga kerja yang diperlukan pun tidaklmenuntutllpendidikanlformalltertentu, 

sebagianlbesarlberlokasildilpedesaan danl tidakl memerlukanl infrastrukturl sebagaimanalperusahaan 

lbesar. UMKM juga terbuktilmemilikilketahananlyanglkuatlketikalIndonesialdilandalkrisislekonomi 

(Eljawati, 2021). Perananl UMKMl yang besar mengindikasikan bahwa keberadaannya juga dituntut 

untuk mampu bertahan dan bersaing melalui pemberdayaan. Pemerintah berusaha meningkatkan 

kemampuan UMKM menjadil industril yangl ltangguh, lmandiri, ldan lunggul. Salah lsatu lindustri 

yang ldihadapkan lpada ltantangan persainganl globall adalah lindustri lmebel, yangl ldituntut luntuk 

mampu lmelakukan efisiensil biayal danl diferensiasil lproduk (Indarti, 2016). 

Salah satu kota dengan industri UMKM mebel yang terus berkembang ialah Kota Pasuruan, 

Jawa Timur. Industri mebel ini menjadi pemicu utama pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan. Data 

dari Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, dari tahunlke tahun menunjukkan bahwa total unit UMKM 

mebel selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, pelaku UMKM mebel sebanyak 1.459, kemudian 

pada tahun 2020 meningkat hingga mencapai 1.714 usaha. Peningkatan tersebut memperlihatkan 

bahwa saat ini UMKM mebel di Kota Pasuruan memiliki potensi yang cukup baik dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah. Industril mebel juga dinilai mampu 

untuk lmenciptakan lapanganl kerjal danl menyerapl tenagal kerjal dalaml jumlahl lbesar serta mampu 

meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Namun demikian, kondisi di atas masih memunculkan beberapa persoalan. Diantaranya, 

keberadaan UMKM mebel di Kota Pasuruan masih belum mengimplementasikan kemudahan 

teknologi dan sosiallmedialdalamlpemasarannyalkarenalterkendalalkompetensil dalam menggunakanl 

teknologi. Karyawan punl jumlahnyal sedikitl sertal tidakl lmemiliki kompetensil dalaml penggunaanl 

teknologil linformasi (Arumsari et al., 2022). Situasi ini sama dengan laporan Kementerian 

Komunikasi dan Informatika RI & Universitas Gajah Mada (2018) yang menyebutkan bahwa UMKM 

tidak terlepas dari tantangan dan persoalan seperti lketerbatasan lmodal lkerja lmaupun linvestasi, 

ldistribusi dan pengadaanlbahanl lbaku serta inputllainnya. Keterbatasan lakses lke informasi 

mengenail peluangl lpasar, lketerbatasan lpekerja ldengan lkeahlian ltinggi (kualitas SDMlrendah), 

lketerbatasan lkomunikasi, biaya tinggi lakibat lprosedur ladministrasi danl lbirokrasi lyang lkompleks 

lkhususnya ldalam lpengurusan lijin usaha, serta ketidakpastianlakibatlkebijakan-kebijakan ekonomil 

yangltidak tepat sasaran.  

Guna mengatasi dan menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi UMKM mebel dengan 

menerapkan program pemberdayaan. Persoalannya, sebagaimana diungkapkan oleh Tim Kebijakan 

Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat Indonesia & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Indonesia (2020) bahwa pelaksanaan pemberdayaanlUMKM selama ini belum 

optimal karena pemberdayaan hanya berfokus pada pemberian biaya atau modal kepada UMKM. 

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan para pelaku UMKM mebel yang masih kurang tertarik 

dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh instansi terkait di Kota 

Pasuruan. Inilah yang mengakibatkan skill pemasaran para pelaku UMKM mebel masih terbilang 

minim dan menjadi kendala dalam mempromosikan produknya serta pendapatan yang diterima 

semakin menurun.  

Terdapat beberapa penelitian mengenai pemberdayaan UMKM yang dijadikan sebagai studi 

terdahulu dalam penelitian ini. Pertama, penelitian Khoiroh & Indahsari (2021) berjudul Analisis 

Komparasi Strategi Pengembangan UMKM Mebel Skala Mikro Dengan Skala Kecil/Menengah (Studi 

Kasus Pada UMKM Mebel di Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang) yang 

diterbitkan Buletin Ekonomika Pembangunan. Temuan penelitian ini menyebutkan bahwa lsangat 

dibutuhkan ladanya ldukungan ldan lperan ldari pihaklpemerintah lsetempat ldalam lhal lpenyediaan 

bantuan modal, mesin produksi danlpelatihan usaha serta harus ada partisipasi dari pemilik usaha 

untuk mengikuti segalalprogramlyangldilakukanlpemerintah dan tetap melakukan upaya-upaya untukl 
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lmeningkatkan pengetahuan sertalpengalaman dalamlhal pembuatanlmebel sehinggaldapatlmembuat 

lmebel yang lunik. 

Kedua, penelitian Romadhoni et al., (2022)  berjudul Pemberdayaan UMKM dalam Rangka 

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gowa yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah 

MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi). Penelitian ini mengungkapkan bahwa lanalisis 

SWOTldapatldilakukanluntuklmelakukanlanalisislterhadaplfaktor-faktor lingkunganleksternal dan 

lingkunganlinternal bagi pelaku UMKM. Selain itu, juga dapatldigunakan untuk menentukan lstrategi 

pemasaran. Ketiga, penelitian yang dilakukan Mansir (2022) berjudul Pemberdayaan UMKM Sebagai 

Usaha Meningkatkan Kualitas Pemasaran Produk di Padukuhan Dukuhsari Wonokerto Turi Sleman 

yang diterbitkan Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara. Penelitian tersebut menjelaskan 

bahwa sebagianlbesarlpelakulUMKMlmenjadi terhambatlbahkanlberakhir padal kebangkrutanl akibat 

Covid-19 melanda Indonesia yang akhirnya membuat pelaku usaha UMKM mengganti rencana 

lpenjualan melaluil programl ldigitalisasi.  

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan tiga penelitian terduhulu 

sebagaimana diuraikan di atas. Persamaannya ada pada pembahasan terkait pemberdayaan UMKM. 

Adapun perbedaan, yaitu terkait objek penelitian yang digunakan. Kebanyakan penelitian terdahulu 

berfokus pada pemberdayaan dengan strategi SWOT. Pada penelitian ini fokus kajian adalah UMKM 

mebel yang disandarkan pada kajian dalam bentuk pemberdayaan yang mengacu pada regulasi yang 

ditetapkan oleh pemerintah Kota Pasuruan. 

Urgensi penelitian ini merujuk pada pernyataan Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas 

Ekonomi Sekretariat TNP2K & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Indonesia (2020), yang menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi 

UMKMlterhadaplperekonomian.lNamun,lberbagai programlpemberdayaanlUMKMlyangltelahl 

dilaksanakan oleh kementerian dan lembagal(K/L) hasilnya lbelum loptimal. lSebab litu, lsinkronisasi 

dan harmonisasi programlpemberdayaanlUMKMldiperlukan untuklmeningkatkan efektivitas 

pelaksanaanlprogram, sehingga dapat lmeningkatkan lkontribusi lUMKM.  

Perhatian dan keberpihakan kebijakan terhadap UMKM termasuk para pengrajin mebel 

penting dilakukan mengingat peranannya dalam penciptaan lapangan kerja, memperbesar Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), peningkatan pendapatan pelaku usaha, bahkan sampai pada kemampuan 

menghasilkan devisa. Terlebih, salah satu perwujudan visi pemerintah Kota Pasuran lyang ltertuang 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah 

penguatanlperdagangan, ljasa, ldan lindustri ldilakukan ldengan lmendukung pembangunanl ekonomil 

bagil semual (inklusif), lsecara lmandiri ldan lberdaya lsaing. Peranl tersebut utamanyal ldiberikan 

kepada UMKM mebel sebagai salah satu sektor ekonomi utama di Kota Pasuruan. 

Terkait dengan pemberdayaan UMKM, dalam kajian ini yang akan dibahas ialah bagaimana 

pemberdayaan UMKM mebel oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro lKota Pasuruan ldengan meninjau 

bentuk pemberdayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 

2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang 

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang meliputi pendidikan dan pelatihan, penguatan modal 

pemasaran produk, lfasilitasi lkerja sama ldengan lusaha llain, serta lperlindungan ldan lpemberian 

kepastian lhukum. Melalui indikator tersebut diharapkan pemberdayaan UMKM mebel mampu 

berdaya dan terus berkembang guna meningkatkan pendapatan ekonomi. Dengan demikian, tujuan 

penelitian lini adalah luntuk lmenganalisis lpemberdayaan lUMKM mebel loleh lDinas lKoperasi ldan 

Usaha lMikro lKota Pasuruan. 

 

METODE 
Penelitian inillmenggunakan pendekatan lpenelitian ldeskriptif lkualitatif terhadap kondisil 

objekl dalam kondisi alamiahl dimana penelitil bertindak sebagail instrumenlkunci. Sebagaimana 

dinyatakan Creswell (2019:4), penelitian kualitatif bisa diterapkan sebagai metode untuk 

mengeksplorasi dan juga memahami makna pada sejumlah individu atau sekelompok orang yang 

dianggap berasal dari masalah sosial serta kemanusiaan. Melalui metode ini, pemberdayaan UMKM 

Mebel digambarkan dengan jelas dan komprehensif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara 

dengan teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling yaitu Kepala Bidang Usaha 

Mikro, pengembang kewirausahaan, dan pengusaha UMKM mebel yang dianggap representatif untuk 
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memberikan informasi. Agar informasi semakin komprehensif, dilakukan juga pengumpulanl datal 

melaluil observasil ldan dokumentasil untuk mendukung lhasil lpenelitian. 

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan lmodel linteraktif (interactif model 

of analysis) yanglldikembangkanloleh Miles & Huberman (2019) meliputi pengumpulan data, 

kondensasi data, penyajian data, sertalpenarikan kesimpulanlatau verifikasi. Modellinildapatl 

menyimpulkanldanllmenyederhanakan datal secaralefektifl danl efisienl yangl diperolehl selamal 

penelitianl lberlangsung. Adapun lteknik lkeabsahan ldata lyang ldigunakan yaitu triangulasil sumberl 

ldata ldan ltriangulasi lmetode lserta lkecukupan lreferensi. 

 

HASILl DAN PEMBAHASANl 
Pemberdayaan merupakan proses berkelanjutan yang dinamis, yang secara sinergis ditujukan 

untuklmeningkatkan taraf kesejahteraanlmasyarakat melalui penetapanlkebijakan, programldan 

lkegiatan sesuai dengan esensi masalah danlprioritas kebutuhanlmasyarakat. Peraturan Walikota 

Pasuruan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan 

Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro menetapkan adanya lima 

bentuk pemberdayaan, yaitu pendidikan dan pelatihan, penguatan modal, pemasaran produk, fasilitasi 

kerja sama dengan usaha lain, serta perlindungan dan pemberian kepastian hukum.  

Bentuk pemberdayaan tersebut, kemudian diimplementasikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kota Pasuruan untuk melakukan pemberdayaan terhadap UMKM mebel. Implementasi dari 

pemberdayaan tersebut dapat diuraikan sebagail berikut: 

 

 Pemberdayaan Pendidikan dan Pelatihan 

Implementasi pemberdayaan pendidikan dan pelatihan, dilakukan oleh lDinas lKoperasi ldan 

lUsaha Mikro Kota Pasuruan dalam bentuk memberikan fasilitasi pendidikan dan pelatihan yang 

dilakukan selama 2 kali dalam setahun bagi SDM khususnya terhadap UMKM mebel. Dalam hal ini, 

fasilitasi yang diberikan yakni sosialisasi dan edukasi mengenai manajemen usaha dan pemasaran 

kepada pelaku UMKM mebel di Kota Pasuruan melalui kegiatan pengembangan usaha mikro yang 

meliputi pengembanganlproduksi dan pengolahan,lpemasaran, SDM serta teknologi di kelurahan-

kelurahan yang menjadi wilayah pusat industri mebel seperti Kelurahan Gentong Kecamatan 

Gadingrejo, Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo, dan Kelurahan Mandararejo Kecamatan 

Panggungrejo.  

Persoalannya, setelah sosialiasi dan edukasi dilakukan, tidak ada pendampingan lebih lanjut 

bagi pelaku UMKM mebel, khususnya terhadap pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman 

terhadap digitalisasi dalam pemasaran. Padahal, menurut Karyanta et al., (2017) saat ini, pemasaran 

produk-produk mebel telah mengalami kemajuan hingga ekspor keluar negeri. Cara yang mereka 

lakukan adalah bergabung dengan rekan perusahaan eksportir yang sudah eksis. 

Selainlitu, Dinas lKoperasi ldan lUsaha lMikro lKota lPasuruan ljuga lmemberikan bimbingan 

teknis (Bimtek) dalam rangka mengembangkan keterampilan desain mebel kepada pelaku UMKM 

mebel melalui pendidikan dan pelatihan manajerial serta keterampilan teknis untuk meningkatkan 

kualitas dan daya saing. Simanjuntak dalam Asyiah et al., (2022) menyatakan bahwa bantuan 

pelatihan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) dapat meningkatkan keterampilan teknis 

produksi, kemampuan manajerial, lkemampuanl inovasi lproduk ldan ldaya lsaing lakan lmeningkat, 

lsehingga meningkatkanlvolume lpenjualan, lmendorong lpertumbuhan lunit lusaha ldan peningkatanl 

strukturl unitl usahal lindustri. 

Pendidikan dan pelatihan manajerial dilakukan hanya berfokus pada manajemen mutu dan 

kualitas. Dalam pelaksanaan Bimtek, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan berkoordinasi 

dengan UPT BLK Kota Pasuruan. Kegiatan pelatihan berupa pelatihan institusional seperti pelatihan 

finishing dengan teknik semprot pada furnitur kayu, kemudian pelatihan proses produksi furniture 

kayu. Sedangkan pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis dilakukan melalui pelatihan 

pengelolaan keuangan dan pelatihan digitalisasi yang notabene juga sebagai kegiatan pelatihan 

unggulan pada tahun 2022. Kegiatan tersebut berupa kegiatan jaringan pemasaran online dalam rangka 

peningkatan pengetahuan pelaku UMKM dalam pemasaran dengan konsep digitalisasi. 

Hal tersebut selaras dengan pernyataan Hendayana et al., (2023), bahwa digitalisasi UMKM di 

Indonesia menjadi salah satu bidang usaha yang dikuasai oleh para pelaku usaha. Banyaknya pelaku 
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UMKM mebel di Kota Pasuruan menunjukkan bahwa industri tersebut memiliki potensi yang baik 

untuk menopang perekonomian. Selama krisis di Indonesia, UMKM mebel cukup berhasil dengan 

berkontribusi pada produk. Para pelaku bisnis mulai menggunakan teknologi informasi dan 

telekomunikasi untuk mendukung kegiatan usahanya. Pergerakan dan perubahan cara berbisnis 

dengan mempercepat digitalisasi, memaksa pelaku UMKM mebel untuk beradaptasi dengan 

perubahan tersebut.  

Mengacu lpada pembahasan ini, maka implementasi pemberdayaan melalui pendidikan dan 

pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan dinilai telah sesuail 

dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, 

terutama pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa lpendidikan ldan lpelatihan lbagi SDM harus 

diselenggarakan loleh llembaga lpendidikan ldan lpelatihan lpemerintah ldan/atau non pemerintah 

(swasta). Kemudian, Pasal 7 yang menjelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus 

memperhatikan jenisnya. Dalam hal ini, pemberdayaan pada UMKM mebel menggunakan jenis 

pendidikan dan pelatihan manajerial serta keterampilan teknis.  

Adanya program pendidikan dan pelatihan tersebut, sejalan dengan pandangan Fitrianesti & 

Muhtadi (2022) yang menyatakan bahwa prinsip-prinsipl dasarl untuklmewujudkan masyarakatl yangl 

berdayalataulmandiri, diantaranya yaitu penyadaran, pelatihan, pengorganisasian, pengembangan 

lkekuatan, dan membangun dinamika. 

 

 Penguatan Modal 

Bentuk pemberdayaan penguatan modal ini diterapkan agar UMKM mebel mendapatkan 

pembiayaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. Implementasi dari pemberdayaan ini dilakukan oleh 

pemerintahlKotalPasuruan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan menggunakan sistem 

penyaluran hibah dari lbank latau lembaga lkeuangan bukan bank yang telahlditunjuk. Dalaml hal ini, 

bank yang ditunjuk ialah Bank Jatim. Bentuk pemberdayaan penguatan modal dilakukan melalui 

Program Kreditl Usahal Rakyat Mandiri (Kurma). Program ini dimulai pada tahun 2021 dimana Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro bermitra dengan Bank Jatim yang dikhususkan untuk kredit usahal mikrol 

danl kecill sebagai bentuk fasilitas pembiayaan yang dibuat khusus untuk masyarakat Kota Pasuruan.  

Skema bantuan modal yang diberikan melalui program Kurma dilakukan dengan cara UMKM 

mebel harus mengajukan permohonan secara tertulis kepadal Dinasl Koperasil danl Usahal Mikrol 

Kota Pasuruan. Kemudian lmelampirkan lsurat lketerangan ldomisili/tempat lusaha lyang lditerbitkan 

Lurah lsetempat, kemudian lakte lpendirian, akte, lizin lusaha, Nomor lPokok lWajib lPajak (NPWP), 

laporan lkeuangan lsekurang-kurangnya 2 (dua) tahunlterakhir, agunan, proposal usaha dan profil 

UMKM mebel. Setelah itu, dilakukan survei kepada UMKM mebel tersebut dan verifikasi sesuai 

dengan permintaan bantuan permodalan dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi dari UMKM 

mebel.  

Bantuan modal diberikan bagi UMKM yang lmemiliki laset ldi lbawah lRp. 50ljuta dan 

lomzet Rp. 300 juta ke bawah. Kemudian yang dimaksud usahalkecil, asetnya Rp.l50ljutalsampai Rp. 

300 jutaldengan omzet Rp. l300 juta sampailRp.l2,5 miliar. Program ini sifatnya hanya pemberian 

dana pinjaman sebagai modal, tidak mencakup adanya pemberian bantuan sarana dan prasarana, 

tenaga kerja, maupun bantuan pemasaran karena dalam pengelolaannya diserahkan sepenuhnya oleh 

penerima manfaat program Kurma. Hasil dari program Kurma mendapat respon positif dari para 

pelaku UMKM mebel yang ditunjukkan dengan adanya progres peningkatan pendapatan.  

Datal daril lDinas lKoperasi ldan lUsaha lMikro lKota Pasuruan menunjukkan jumlah UMKM 

mebel Kota Pasuruan sebelum dan sesudah adanya program Kurma yakni pada tahun 2019 sampai 

dengan tahun 2022 mengalami peningkatan. Ini bisa dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Jumlah UMKM Mebel Kota Pasuruan Tahun 2019-2022 

No. Tahun 
Kec. 

Gadingrejo 

Kec. 

Purworejo 

Kec. 

Bugulkidul 

Kec. 

Panggungrejo 

Jumlah 

UMKM 

1. 2019 1.232 298 97 68 1695 

2. 2020 1.236 304 103 71 1714 

3. 2021 1.270 321 127 79 1797 

4. 2022 1.301 369 150 99 1919 

             Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan, Desember 2022 

 

Daril Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah UMKM mebel mengalami peningkatan sejak 

diluncurkan program Kurma pada tahun 2021 di mana pada tahun 2019 dan 2020 pelaku UMKM 

Mebel di Kota Pasuruan mengalami peningkatan dari yang semula 1.695 usaha mebel menjadi 1.714 

usaha mebel. Kondisi tersebut meningkat cukup signifikan sejak diluncurkannya program Kurma pada 

tahun 2021 bertambah menjadi 1.797 usaha mebel. Kemudian bertambah sebanyak 122 usaha mebel 

menjadi 1.919 usaha. Dari peningkatan jumlah tersebut, diketahui bahwa Kecamatan Gadingrejo 

menjadi wilayah dengan peningkatan signifikan.  Dengan demikian, peningkatan UMKM mebel di 

Kota Pasuruan tidak terlepas dari faktor penguatan modal yang menjadi prioritas pemerintah Kota 

Pasuruan.  

Strategil pemberianl modall usahal bagil pelaku UMKM ini ldiharapkan ldapat menjadil 

insentifl dalaml lmengembangkan lusaha ldan, lpada lakhirnya, lmembawa usahanyal naikl lkelas. 

lNamun, lstrategi ltersebut lperlu lditinjau lsecara lberkala lkarena dalam laporan Tim Kebijakan 

Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Indonesia menunjukkan, meskil banyakl cendekial yangl membuatl growth stage 

model luntuk bisnisl ldengan lskala lusaha lkecil lke lbesar, ltidak lsemua lpelaku lusaha lmengikuti 

fase pertumbuhanl lbisnis lyang ldemikian lkarena lproses lpertumbuhan lunit lusaha ldari skalal kecill 

kel llebih lbesar ldinilai lkompleks (Jacobs et al., 2011). 

Studil tersebut jugal lmenunjukkan lbahwa lbanyak lpelaku lusaha lUMKM ltidak memilikil 

aspirasil untukl bertumbuhl danl lberkembang lkarena lberada ldalam lkondisi yangl efektifl luntuk 

lbekerja lsendiri (effectively self-employment situations). lOleh karenal litu, lpengukuran lkeberhasilan 

lUMKM lberdasarkan lperkembangan ljumlah unitl usahal lmemang lpenting, lnamun lbukan lyang 

lutama lkarena lukuran ltersebut tidakl lmencerminkan subsequent growth. Baik karena pilihan 

mandiri ataupun karena terkondisikan, unit usaha dalam kategori ini akan tetap berskala kecil meski 

mereka bisa bertahan dalam waktu yang panjang (Tewari et al., 2013). 

Secara keseluruhan, pemberdayaan UMKM mebel melalui penguatan modal telah berjalan 

baik dan sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi 

dan Usaha Mikro Pasal 19 poin b yang menyatakan bahwa pemberdayaan dalam bentuk penguatan 

modal dapat disalurkan melalui hibah melalui bank ditunjuk oleh pemerintah Kota untuk mendapatkan 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. Selain itu, juga sesuai dengan Pasal 20 yang menyatakan, untuk 

memperoleh fasilitas penguatan modal, UMKM harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada 

Dinas lKoperasi ldan lUsaha lMikro lKota lPasuruan. Menurut Indarti (2016), tujuanl lpenguatan 

modal adalah luntuk lmemajukan ldan lmengembangkan lusahan lagar mampul lmenghasilkan loutput 

yang lmaksimal ldan llebih lberkualitas lserta luntuk memenuhi lkebutuhan-kebutuhan llainnya. 

 

 Pemasaran Produk 

Bentuk pemberdayaan pemasaran produk yang diterapkan lDinas Koperasil danl Usahal 

Mikro Kota Pasuruan adalah berupa penyediaan sarana pemasaran promosi bagi UMKM mebel 

melalui kegiatan Festival Mebel Pasuruan pada bulan Maret 2023 dengan tema “Kualitas Terdepan 

Dengan Harga Jor-joran”. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendongkrak penjualan mebel khas 

Kota Pasuruan. Kegiatan ini diikuti oleh l60 pengusaha mebel di Kota Pasuruan dengan menampilkan 

beragam kerajinan mebel dari para perajin lokal mulai dari yang unik, klasik hingga minimalis dan 

modern. Festival Mebel Pasuruan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan 

penjualan omset para pelaku UMKM mebel di Kota Pasuruan.  
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Selain penyelenggaran Festival Mebel, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan juga 

melakukan upayal yakni lmemusatkan lperindustrian lmebel lmelalui pembangunanl pasarl mebell ldi 

lKelurahan lBukir ldan lKelurahan lRandusari, Kecamatanl lGadingrejo. Upayal tersebutl merupakanl 

bentukl pemberdayaanl lUMKM mebel agar lmampu ltumbuh ldan lberkembang lmenjadi lusaha 

mebel lyang ltangguh danl lmandiri. Di samping litu, lDinas lKoperasi ldan lUsaha lMikro ljuga 

berkoordinasi dengan lBagian lPengadaan lBarang ldan lJasa l (BPBJ) lSekretariat lDaerah untuk 

melakukan langkah preventif ldengan lmelaksanakan loptimalisasi laplikasi lKatalog lElektronik 

Lokal loleh lUMKM llokal. Hal ini dilaksanakan lsebagai ltindak llanjut larahan lPresiden Jokowi 

tentangl lGerakan lBangga lBuatan lIndonesia ldan lPeningkatan lPenggunaan lProduksi lDalam 

Negeri l (P3DN). Menurut Ghozali et al., (2020) UMKM mebel harus memiliki media pemasaran 

online di tingkat perajin. Dengan sistem pemasaran ini, produk-produk baru dengan mudah dapat 

ditampilkan di internet. lUMKM lyang terdaftarl dalaml katalogl elektronikl akanl lmembuka lpeluang 

produk llokal lKota Pasuruanl luntuk ldikonsumsi ldi llingkungan lpemerintah lKota lPasuruan. 

Dengan ldemikian, lpangsa lpasar lUMKM mebel ldan lpertumbuhan lekonomi ldi lKota Pasuruanl 

akanl lsemakin lmeningkat.  

Namun upaya preventif tersebut tidak berbanding lurus dengan kesiapan SDM pelaku UMKM 

mebel di Kota Pasuruan di mana masih ditemukan pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan sistem 

digitalisasi. Padahal menurut Arumsari et al., (2022), lberalihnya lpembelian lsecara loffline lmenjadi 

online (digital), lakan mempermudahl lpelaku lUMKM ldalam lmemperluas lakses lpemasaran. lPeran 

teknologil ldigital lmemiliki dampak lyang lsignifikan lterhadap lUMKM. lParadigma teknologil 

yangl lmuncul bisa digunakan untuk lmemanfaatkan lpotensi lkolaborasi ldan lkecerdasan kolektifl 

untukl merancangl danl meluncurkanl inisitiafl kewirausahaanl yangl lebihl kuatl sertal lberkelanjutan 

(Avriyanti, 2021). 

Selanjutnya, Dinas Koperasi ldan Usaha Mikro Kota Pasuruan ljuga menyediakanl tenagal 

konsultanl profesionall dalaml bidangl pemasaranl sebagai tempat konsultasi bagi para pelaku UMKM 

pemula dengan berbasis kemitraan usaha dengan mendorong peningkatan kapasitas usaha UMKM 

pemula melalui pengembangan pasar sehingga dapat memperluas jaringan pemasaran produk. Namun, 

hasil dari pemberdayaan ini, dalam praktiknya dinilai masih belum optimal. Penyebabnya karena 

keterbatasan waktu dalam proses konsultasi mengingat jumlah pelaku UMKM mebel pemula di Kota 

Pasuruan cukup banyak, ditambah banyaknya jumlah UMKM pemula di bidang industri lainnya. Hal 

ini selaras dengan hasil penelitian Florita et al., (2019), bahwa pada kenyataanya fungsi dari tenaga 

pendamping belum efektif sepenuhnya. Padahal menurut Bhagawati et al., (2021), pendampingan 

merupakan kegiatan keberlanjutan program dan cara yang diterapkan berdasarkan hasil monitoring 

dan evaluasi. Hal ini bisa dilihat dari adanya pelaku usaha yang sudah menjadi anggota UMKM mebel 

tetapi tidak mendapatkan pelatihan dan bantuan usaha secara optimal.  

Secara keseluruhan, pemberdayaanl pemasaran produk yang telah dilakukan Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro Kota Pasuruan telah sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 

2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang 

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro terutama pada Pasal 24 poin e dan f yakni pengembanganl 

produk ldapat ldilakukan denganl lcara lmemberikan ldukungan lpromosi lproduk, perluasan ljaringan 

pemasaran, dan distribusil lserta lmenyediakan ltenaga lkonsultan lprofesional. lPada dasarnyal 

program lpemberdayaan ldapat lmencapai ltujuan lyang loptimal ljika dirancangl lsecara 

komprehensif.  

Dalaml konteksl lini Asian Development Bank (ADB), dalam Waris et al., (2018) 

mengemukakanl bahwa syarat-syaratl lprogram pemberdayaanl yangl komprehensifl harusl 

menampilkanl lkarakteristik, diantaranya berbasis lokal, berorientasi peningkatan kesejahteraan sosial, 

berbasis kemitraan, bersifat holistik, dan berkelanjutan. Dengan orientasi seperti itu, pemberdayaan 

bisa berjalan dengan efektif. 

Studi yang dilakukan Nugroho & Tamala (2018) menunjukkan bahwa lmasalah llain lyang 

dihadapi loleh lUMKM ldi Indonesial ldalam lmenghadapi lpemasaran ldigital adalah lminimnya 

dukungan pemerintahl dan lkurangnya latmosfer lkompetitif ldari lpara lpesaing dalam lmendorong 

kesiapanl lpenggunaan lteknologi linformasi lbagil UMKM.  Oleh sebab itu, dalaml implementasinya 

diperlukan pembinaan yang terpadu dan pemahaman yang komprehensif dan keseriusan yang 

menuntut agar UMKM pro-aktif, kreatif dan bisa mencari peluang pemasaran untuk menjual produk 
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aksesoris mebel secara modern, mengingat rendahnya pemahaman para pelaku UMKM mebel terkait 

teknologi pemasaran. 

 

 Fasilitasi Kerja Sama Dengan Usaha Lain 

Bentuk pemberdayaan fasilitasi kerja sama dengan usaha lain dilakukan Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kota Pasuruan dengan memfasilitasi kunjungan atau kerja sama antar pelaku UMKM 

mebel Kota Pasuruan dengan Kota Jepara pada bulan Desember 2022. Hal tersebut dilakukan dalam 

rangka meningkatkan kemampuan UMKM mebel menjadi industri yang tangguh, mandiri, dan unggul. 

Pertimbangan menentukan Kota Jepara dikarenakan kota tersebut telah menjadi daerah industri mebel 

yang mengalami perkembangan sangat pesat. Dalam kunjungan tersebut dibahas berbagai 

perkembangan dan manajemen industri mebel. Dari kunjungan tersebut memunculkan kondisi dimana 

UMKM mebel saat ini banyak yang ltidak dapatl lmengembangkan lusahanya lkarena lkurangnyal 

ldukungan ldana, lsehingga lpenguatan lmodal lsangat diperlukan.  

Selain itu, dalam mengembangkanl jaringanl kerja samal lbagi UMKM mebel, lDinas 

Koperasi ldan Usaha Mikro lKota lPasuruan juga lbekerja sama ldengan lDinas lPerindustrian ldan 

Perdagangan l (Disperindag) lmaupun lpihak lswasta melalui konsep kemitraan. Kerja sama tersebut 

bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan promosi dengan melakukan pengenalan produk-produk 

kerajinan mebel Kota Pasuruan melalui pameran dan promosi. Salah satunya kegiatan pameran dan 

promosi seperti Festival Mebel Pasuruan.  

Kerja sama lainnya yakni, pemerintah Kota Pasuruan mendapat bantuan dari Asmindo sebagai 

asosiasi permebelan serta Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau Food and Agriculture 

Organization (FAO) untuk memperoleh Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Kerja sama ini 

dalam bentuk fasilitasi berupa persiapan assessment SVLK, konsultasi hingga perolehan sertifikat 

SVLK kelompok yang kemudian dibentuk KUB Pasuruan Incorporated. Kerja sama lainnya juga 

dilakukan dengan Paguyuban UMKM mebel Kota Pasuruan dengan berkomunikasi atau membuat 

jejaring sosial satu dengan yang lain dalam menjualkan produk sesama pelaku UMKM mebel.  

Hal tersebut sejalan dengan  pendapat Hafsah (2004:43) sebagaimana dikutip Asyiah et al., 

(2022) yangl menyatakanl bahwa hall yangl perlul diupayakanl dalaml pengembanganl UMKMl salahl 

satunyal ladalah pengembanganl kemitraaanl untukl menghindari terjadinyal monopolil dalaml lusaha 

danllmemperluas lpangsa lpasar ldan lpengelolaan lusaha yangl lebihl lefisien. Meskipun Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan telah melakukan fasilitasi kerja sama untuk UMKM mebel, 

akan tetapi dari serangkaian kerja sama yang telah dilakukan, secara umum belum mampu mengatasi 

permasalahan, terutama dari faktor internal yang dihadapi pengusaha mebel di Kota Pasuruan. 

Permasalahan tersebut adalah masih banyak UMKM mebel yang menjadi usaha turun temurun. 

Dengan kata lain, usaha tersebut dikelola secara kekeluargaan dan menolak resiko atas usahanya. 

Kemudian tenaga kerja dari internal keluarga yang umumnyal sebagail lpengelola danl ltenaga 

pemasaran. lSementara litu, ltenaga lkerja ldari leksternal lkeluarga merupakanl tenagal kerjal harianl 

ataul tenagal kerjal boronganl ldengan ltingkat pendidikanl lSD-SMP ldan lpengrajin yang lkurang 

mampu lmembuat inovasi lbaru.  

Secara keseluruhan, pemberdayaan fasilitasi kerja sama dengan usaha lain lyang ldilakukan 

oleh llDinas llKoperasi lldan llUsaha llMikro llKota Pasuruan telah sesuai ldengan Peraturan Walikota 

Pasuruan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan 

Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro terutama pada Pasal 25 ayat 

1 dan 5 yakni lUMKM dapatl lmelakukan lkerja sama lusaha ldengan lpihak llain luntuk 

mengembangkan usahanya dan jaringan usaha lldapat lldilakukan ldalam lbentuk lperluasan lusaha 

mandiri latau lkemitraan. Namun pada tataran implementasinya perlu perbaikan secara menyeluruh 

untuk mengatasi permasalahan internal UMKM mebel. Graha (2021) berpendapat bahwa lkebanyakan 

UKM ldikelola loleh lperorangan lyang lmerangkap sebagail pemilikl danl pengelolal lusaha, ldan 

mempergunakan ltenaga lkerja ldari keluargal danl kerabatl ldekatnya serta tidakl adal pembagianl 

tugasl yangl ljelas antaral bidangl administrasil danl loperasional. Kondisi ini pada gilirannya 

menyebabkan rangsangan atau penyediaan fasilitas kurang berjalan secara lefektif. 
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 Perlindungan dan Pemberian Kepastian Hukum 

Pada bentuk pemberdayaan perlindungan dan pemberian kepastian hukum, diketahui bahwa 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan telah menyediakan layanan bantuan dan 

pendampingan hukum bagi UMKM sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 

Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah tepatnya pada bagian kedua tentang Perlindungan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Hal 

inilah yang kemudian menjadi dasar Pemerintah Kota Pasuruan untuk mengeluarkan Peraturan 

Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Peraturan tersebut 

diterbitkan agar pemberdayaan UMKM mebel dapatl ldilakukan lmelalui lpeningkatan laspek 

lpermodalan, lkebebasan lpasar, ldan lpenguasaan lteknologi. 

Persoalannya, praktik monopoli dalam persaingan usaha di bidang industri mebel membuat 

payung hukum tersebut kurang berpihak pada UMKM mebel yang memiliki modal kecil. Ketika 

mereka mendapati sebuah masalah yang dapat dibawah ke ranah hukum, seperti lmasalah lproduksi, 

pengolahan, lpemasaran, permodalan, SDM, ldesain ldan lteknologi, lserta liklim lusaha, situasi 

tersebut masih sulit diatasi oleh UMKM yang memiliki modal terbatas dalam menjalankan usahanya. 

Eksesl negatifl ldari globalisasil danl liberalisasil juga terlihat daril munculnya kasus-kasusl 

persainganl curangl ldan monopolil dunial usahal tanpal pedulil terhadapl pebisnisl kecill lokall danl 

menengah, baik dalam level domestik maupun pada level transaksi bisnis internasional (Atmasasmita, 

2012; Sumampouw et al., 2021). Menurut KNEKS/Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah 

(2021), diperlukan sinergi antara pemerintah dengan UMKM untuk mencari solusi terbaik agar para 

pemangku kepentingan terus eksis dan keberlanjutan dalam menjalankan usaha. Denganl terwujudnyal 

sinergitasl lantar llembaga, makal bisa mewujudkan ikliml usahal yangl lkondusif ldan lmenjanjikan 

lbagi pelakul lUMKM (Nugroho, 2018). 

Studi ini menunjukkan bahwa UMKMl banyakl memberikanl kontribusil lyang besarl 

terhadapl perekonomianl lrakyat, namunl pemerintahl lebihl banyakl lmemberikan atensinyal kepadal 

unitl usahal lbesar. Sementaral unitl lusaha lkecil lseperti lUMKM dibiarkanl berjalanl denganl 

sederhana. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang 

padalintinya lmenegaskan lbahwa lkegiatan ekonomil lharus lbertujuan luntuk lmemberikan 

kesejahteraan lbagi lseluruh lrakyat Indonesia. Selainl litu, lsistem lpasar lyang lsaat lini ldidasarkan 

atas lmekanisme lpasar jugal llebih lmenguntungkan lunit lusaha lbesar. Sehinggal lakhirnya  

membuat lunit usahal kecill semakin ltersisihkan ldari lpasar. 

Pemerintah Kota Pasuruan telah memberikan perlindunganl ldan lpemberian lkepastian 

hukum dalam izin lusaha yang diwujudkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan yang 

diatur dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu. Bagi UMKM mebel, izin usaha tersebut sangat penting guna terciptanya suatu 

kepastian. Dalam peraturan tersebut, telah diatur perizinan di sektor perindustrian dan perdagangan 

pada Pasal 8 poin h yaitu pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dimaksimalkan melalui 

jemput bola. Kebijakan tersebutl merupakanl upayal percepatanl prosesl perijinanl usahal lyang 

diberikanl kepadal paral pelakul UMKMl selama 4 (empat) tahun terakhir. Keunggulan jemput bola 

ini sangat membantu lindustri lrumahan l (home industri) danl yang memilikil llokasi bisnisl dil pasarl 

tradisionall bisa mendapatkanl kemudahan untukl lmemperoleh pinjamanl danal stimulanl untukl 

digunakanl sebagail modal usaha. Selain itu mereka ltidak lperlu menggunakanl Ijinl Mendirikanl 

Bangunanl(IMB) atau lSurat lIjin lGangguan/Hinder Ordonnantie l (HO), melainkan lhanya 

menggunakan lSIUP. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan juga telah mensosialisasikan 

kepada para pelaku UMKM mebel terkait regulasi layanan bantuan dan pendampingan hukum serta 

pemberian izin usaha. 

Secara keseluruhan pemberdayaan lperlindungan ldan lpemberian lkepastian lhukum lbagi 

UMKM telah terjamin dan sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2017 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang 

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro terutama pada Pasal 27 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan 

bahwa luntuk lmendorong ldan lmemajukan UMKM ldalam lmenangkap lpeluang lusaha, Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan  lmemberikan linformasi ltentang lpenetapan lsektor 
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lekonomi dengan persyaratan izin usaha yang mudah dan layak. Menurut Amnawaty & Baringbing 

(2022), lperlindungan lhukum ltersebut lmemfasilitasi lpemberdayaan lpada lera lperdagangan lbebas 

lyang lkompetitif, serta menciptakan sebuah konsep perlindungan berlandaskan keadilan ekonomi. 

 

SIMPULAN 
Pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan loleh lDinas lKoperasi ldan lUsaha lMikro Kota 

Pasuruan berdasarkan bentuk pemberdayaan yang telah diatur melalui lPeraturan Walikota Pasuruan 

Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 

Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro bisa disimpulkan telah lberjalan 

dengan baik. Bentuk pemberdayaan tersebut adalah:  

Pertama, pemberdayaan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan selama 2 kali dalam 

setahun melalui sosialisasi dan edukasi terkait manajemen usaha dan pemasaran, serta bimbingan 

teknis dalam mengembangkan keterampilan desain mebel. Namun, pemberdayaan ini belum berjalan 

dengan optimal dikarenakan tidak ada pendampingan berkelanjutan.  

Kedua, pemberdayaaan penguatan modal yang dilakukan dengan menjalin kemitraan bersama 

Bank Jatim melalui Program Kurma yang dikhususkan untuk pembiayaan kredit UMKM Kota 

Pasuruan. Program tersebut berjalan dengan baik, dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah 

usaha UMKM Mebel.  

Ketiga, pemberdayaan pemasaran produk dengan menyelenggarakan program Festival Mebel 

dan lpembangunan lpasar lmebel ldi lKelurahan lBukir ldan lKelurahan lRandusari, lKecamatan 

Gadingrejo. Namun pada optimalisasi aplikasi E-Katalog belum terlaksana dengan optimal karena 

rendahnya pemahaman para pelaku UMKM mebel terhadap sistem digitalisasi tersebut. Kemudian 

penyediaan tenaga konsultan profesional bagi UMKM mebel pemula juga masih belum optimal karena 

keterbatasan waktu dalam proses konsultasi.  

Keempat, pemberdayaaan fasilitasi kerja sama dengan usaha lain melalui studi banding ke 

Kota Jepara, kerja sama dengan Disperindag dan pihak swasta, kerja sama dengan Asmindo, dan kerja 

sama dengan paguyuban UMKM mebel. Namun, dari berbagai langkah fasilitasi kerja sama tersebut 

dinilai belum mampu mengatasi permasalahan faktor internal yang dihadapi para pelaku UMKM 

mebel.  

Kelima, pemberdayaan perlindungan dan pemberian kepastian hukum yang diwujudkan 

melalui penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum serta pemberian izin usaha yang 

mudah dengan program jemput bola SIUP. Keduanya telah didukung dengan adanya payung hukum. 

Berdasarkan kesimpulan ini, penulis menyarankan lDinas lKoperasi ldan lUsaha lMikro lKota 

Pasuruan untukllmemberikan stimulus dan pendampingan secara intens kepada para pelaku UMKM 

mebel setelah berbagai program pemberdayaan yang telah dilakukan. Selain itu, diperlukan 

pemahaman yang komprehensif dan keseriusan di dalam membangun peluang pasar agar UMKM 

mebel Kota Pasuruan bisa pro-aktif, kreatif dan bisa mencari peluang pemasaran untuk menjual 

produk mebel secara modern. 
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